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Menimbang : bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, . perlu menctapkan Peraturan” Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat paerah Kabupaten
Bombana. } N

| | | |
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Das_qr Negara Republik
' Indonesia Tahun 1945; | SR RN N

2. Undang-Undang Nomor . 29 'l‘ahun] 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana’ Ka}bupatéen Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara d1 Provm31 Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara chubhk Indones.la Tahun}2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia Nomor
4339); - b g¥[= 1

3. Undang—Undang Nomor . 23 Tahun; ‘20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n Lembaran Negara
Republik Indone51a Nomor 5587), sebagaumana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pcrubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah Repubhk ImlomasxaI Nomor 18 Tahun ,
2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik,
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ;Tambahan Lembaran
Ncgara Repubhk Indonesw. Nomor 5887 ) !
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Dengan Persetujuan Bersang:a -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Menetapkan . : PERATURAN i DAERAii TENTANG

10.
11.
12.

13.

14,

Dalam Peraturan Daerah ini yang du'naksud Qc;ngan .2

b T

PEMBENTUKAN DAN: ) SUSUNAN
PERANGKAT" DAER.AH l J KABUPATEN
BOMBANA. ‘ ‘ ‘

. BABIL .+ L ,1
 KETENTUAN UMUM gl
. Pasal 1. {; ,

!

" 1. Daerah adalah Kabupatcn Bombana R
2. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah : bupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupatx Bombana; DRSNS
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju ya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwalnlan Rakyat Paerah Kabupaten -
' Bombana; P
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kabupaten
Bombana, . T ‘ : , ‘
6. Sckretaris Daerah adalah Sekretansj Dajerah Kabupaten
Bombana; 5 {i oy
'7. Sekretariat Dewan Perwak11an Rakyat Déierah selanjutnya

disingkat Sekretariat DPRD - adalah S{F}crctanat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, :
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daé:rah selanjutnya
disingkat . Sekretaris DPRD ._;adalgh ' Sckrctans Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupdten Bombana,

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bombana,
Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bombana;
Kecamatan adalah wilayah ker]a Camat scbagal Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana ; N ; : Jg :
Unit Pelaksana Teknis Dmas, adalah unsurchlaksana Teknis
Dinas yang - melaksanakan' keglatanf tcknls operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tPrtentu
Unit Pelaksana Teknis Badan, adal‘a;h‘ unsur Pelaksana

Tekms Badan untuk - melaksariékan Ikegxatan tekni
opcrasmnal dan / atau keg:atan tek:ms penun_]ang tertentu.




15 Fungsi Penun_]ang adalah fung31 yang nmcngatur dan

i
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAJ . bAERAH

mengurus untuk menunjang kelancaran fung31 inti.
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Pasal 2 [;

Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut: ' SRR ; f

a. Sekretariat Daerah Kabupatcn Bombana nllfarupakan Sekretanat

10

11

. Daerah Tipe A; . : -; ‘:!;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan Sek:retariat
DPRD Tipe C; . - IR |
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bombax_;al rrl'le;rﬁgakan Inspektorat
Tipe A; :‘;;r,i-.?
d. Dinas Daerah Kabupaten Bombana, terdm dan
~ 1. Dinas L:ngkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan b1dang ngkungan Hldup, e
- 2. Dinas Ketahanan Pangan Tipe: B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pangan; . } ‘ ; _
- 3. Dinas Pertanian Tipe. B . menyclenggarakan urusan
~ pemerintahan bidang Pertaman, G E 2 Sl
4. Dinas Pekerjaan Umum dan : Penzrx‘gga{l Ru‘;mg Tipe A
: menyelenggarakan urusan: pernermtahan bldang Pekexj]aan
*  Umum dan Penataan Ruang; | ' . i i f ]
-5. Dinas Perumahan, Kawasan Perrnuklmanl dan Pertanahan
Tipe B menyelenggarakan urusan Ipcmerlntahan bidang
Perumahan 'dan Kawasan .. Permulgr:}g,n, dan urusan
~ pemerintahan bidang Pertanahan " : f j
6._ Dinas Perikanan Tipe B meny'elenggarallcan urusan
pemerintahan bldang Kelautan dan Penka.nan, |
7. Dinas - Komunikasi, Informahka da.n Stahsuk Tipe A

menyelenggarakan urusan pemermtahan bldang Komunikasi
dan Informatika, urusan. pemenntahan b;dang Statistik dan
urusan pemerintahan bldang Persandlan;i j
Dinas = Kesehatan Tipe B menyelcnggarakan urusan
pemermtahan bidang Kesehatan | i
Dinas Sosial T1pe C menyelenggarakan uriisan pemerintahan
bidang Sosial; _ S R
Dinas Penndustnan Perdagangan Koﬁefésh Usaha Kecil dan
menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemermtahan
bidang . Perindustrian, bldang Perdagangan, dan bidang
Koperasi, Usaha kecil Menengah; ' . ne
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah Tipe B menyelcnggarakan ﬁruéan pemerintahan
bidang Penana.man Modal dan Pelayanan ’fcrpadu Satu Pintu;

|f‘ ‘ }




12.

. urusan pemermtahan b1dang | ;Pg:rlldxfhkan dan bidang
- Kebudayaan; : }ci

13.

14.

15.

16:.

17.

19.

-20.

21.

e. Badan Daerah terdiri dari : R 513
R

2.

~ Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja, , ’ H : |
18.

- Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatlha_n, a ; ;
. Badan Penelitian dan PengembangamI T1pe C melaksanakan

Dinas Pcndldlkan dan Kebudayaan ;Tlpe‘ A menyelfl:nggarakan

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
menyelenggarakan urusan pemenntahan bldang Pariwisata

_ dan bidang Kepemudaan dan Olahraga,! li ; !

Dinas Kependudukan dan. Pencatatan‘1 Slpll Tipe A

. menyelenggarakan Urusan . g 'Pemenntahan! bidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Slpll _
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe . A menyellenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kctentraman dan Kctcrtlban Umum
Perlindungan Masyarakat, sub urusa'm Ketent.raman dan
Ketertiban Umum dan sub urusan Pemadzimil Kebakaran. _

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlnjdungan Anak Tipe
A  menyelenggarakan urusan | pefnénntahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak ' -

Dinas Transmlgrasn dan Tenaga i Keljag Tipe B

menyelenggarakan - urusan : pefr'n‘er;ptahan bldang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Kcluarga Berencana ’I‘1pe
B menyelenggarakan urusan ;ber{l;épntahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Dinas Pcrpustakaan Tipe B! menyelcnggarakan urusan
pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsupan,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan| Desa Tipe C
menyelenggarakan  urusan pemerih’tghan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa } 5I{ '
Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perhubun.gan ; f

Badan Perencanaan, Pemba.ngunain Daerah Tipe B
melaksanakan fungs1 penun_]ang Pcrei}c?.naan,
Badan Keuangan Daerah Tlpe A mqlaksanaka.n fungsi
penunjang Keuangan; 0 |

. Badan Kepegawa.lan dan Pengernbangan Sumber Daya

Manusia Tipe C melaksanakan fung51 penunjang

Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah nslelaksanakan
urusan pemerintahan bldang tKetentraman dan Ketertiban
umum serta Perhndungan Masyarakat' sub bldang Bencana
sesuai peraturan perundang—undangaﬁ yang berlaku
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5 o
" 1) Selain perangkat daerah sebagannana d1rnaksud dalam Pasal 2,

i Coa bt
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Kecamatan dxtetapkan sebagai perangkat daerah
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri dari:

dgrpitom oS RETTFR MO AT

Kecamatan Kabaena dengan Tipe B f

Kecamatan Kabaena Barat dengan Tlpc B
Kecamatan Kabaena Selatan dengan Tlpe B
Kecamatan Kabaena Tengah dengan Tlpe A
Kecamatan Kabaena Timur dengan Txpe A
Kecamatan Kabaena Utara dengan T1p<=:I
Kecamatan Masaloka Raya dcngan Txpc B
Kecamatan Lantari Jaya dengan Tlpe A
Kecamatan Mataoleo dengan Tlpe A, ; ;
Kecamatan Mata Usu dengan Tipe B 18
Kecamatan Poleang dengan Tipe A ‘
Kecamatan Poleang Barat dengan T1pe A i P
Kecamatan Poleang Selatan dengan Tlpe B
Kecamatan Poleang Tengah dcngan Txpe B I |
Kecamatan Polcang Tenggara dcngan ’hpe B
Kecamatan Poleang Timur dcngan T1pc A, ;
Kecamatan Poleang Utara dengan Tlpe A, i l
Kecamatan Rarowatu dengan Txpe A; :
Kecamatan Rarowatu Utara dengan Tlpe A,
Kecamatan Rumbia dengan Tlpe A; !
Kecamatan Rumbia Tengah dengan T1pc*B,

Kecamatan Tontonunu dengan T1pe A,; ]
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Pasal 4 R
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Ketentuan lebih lanjut mengenau kedudukan susunan
orgamsas:, tugas da_n fungsi, serta tata kerjafPerangkat Daerah

dan unit kerja di- bawahnya dltetapkani
Peraturan Bupatl : AR ‘.}

Penetapan besaran dan susunan orgamsam Peran
dllakukan berdasarkan asas
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Pasal 5 1 !

l
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Efisiensi; :
efektuntas,
pembagian habls tugas; i
rentang kendali;
tata kerja yang jelas; dan
fleksibilitas
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Ieb1h lanjut dengan

gkat Daerah k




PEMBENTUKP;N UNIT PELAKSANA ‘iI‘EKNIS

: _ Pasa16 55'; TR

(1) PadaDinas Daerah dan Bada.n Daerah dapat dlbentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT). ! 5

(2) ‘Unit Pelaksana Tekms dlbentuk untuk melaksanakan sebagian
keglatan teknis operasmnal dan/atau keglatan tekms penunjang
tertcntuperangkatdaemhmdulmya. f.' ' - i
(3) Pembentukan Unit Pelaksana Tekms sebagannana dxmaksud pada
" ayat (1) ditetapkan dcngan Peraturan Bupatl sctclah di konsuitasﬂcan

" secara tertulis kepada Gubernur Sulawe81 Tcnggara sebagau wakil

pemenntahpusat {]‘531 |
Pasa.l'? f .

(1) Selain Umt Pelaksana Tekms D}pgs EDr;ixl}e'r:—.xh Kabupaten
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terfiapati Unit Pelaksana
Teknis Dinas Daerah : Kabupatcn ch b1dang pplndidikan berupa
Satuan Pendidikan Daerah Kabupatcn N

(2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupatcn sebagmmana dimaksud

pada ayat (1) berbentuk satuan pendldxkan formal
A

S R B
opasas |
(1) Selam Unit Pelaksana Teknis Dmas | Daerah Kabupaten
scbagan‘nana dimaksud dalam Pasal 7, terldapat Unlt Pelaksana
Teknis Dinas Daerah Kabupaten di blda.ng kesehatan berupa
| Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebageu ulnilt orgamsasx bersifat
fungsional dan unit layanan yang bCkCI]& sccara profeswnal
(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten scbagalmana dlmaksud pada ayat
(1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit
dan tata kelola klinis serta menerapkan‘ f)ola! Efngelolafn keuangan

Badan Layanan Umum Dacrah

b

HRIH
B
. . PasalQ H!J:?
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Umt Pelaksana Teknis yang
- sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampal dengan

- dxtetapkannya Peraturan Bupau tentang pembentukan UPT" yang baru.
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| . Pasal 10! ! o
Bupatl dalam melaksanakan tugasnya dlbantu 3 (t:ga) staf ahli, ﬂ
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. BABVII'
KEPEGAWAIAN
- . Pasal 11 “';': U
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dxangkat dan
dlberhenhkan oleh Bupatl sesuai dengan peraturan perundang—undangan :

o
.!7
1

;

' BABVHI | ..
KETENTUAN LAIN~LAIN

.;.;
;

' Pasal 12 "i_‘

', m

!
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan‘Urusan ‘I!’emermtahan di
bidang kesatuan bangsa dan pohtlk yang terben?uk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Pt,rda ini diundangkan,
; tctap melaksanakan . tugasnya . s?mpml dengan peraturan
perundang—undangan mengenau L pela.ksanaan urusan
; pemerintahan umum d1undangkan : RS E H |

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
| Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan!pohtxk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tcrgabung dengan Urusan Pémemtahan
lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan.
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dlan POlltlk
| (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemenntahan di bldang

R

“dibebankan pada Anggaran Pendapatan 'dian ’ BelanJa Daerah

sampai dengan peraturan perundané—undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum dxg'ndangkan
~ (4} Kelembagaan Rumah Sakit Daerah tetap mbnggunakan struktur
_ kelembagaan yang ada saat ini sa:mpal d1tctapkannya Peraturan

Pr631dcn tcntang kclernbagaan Rumah Sak:{ni [?aerah !

‘Pasal 13 | | fl 555 ‘
Sekretanat Korps Pegawa1 Republik Indone&a yang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum, Pcr’da ini dmndangkan
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampa'u dengan terbentuknya
- Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sesua1 denga’m ketentuan .
_ pcraturan perundang—undangan ' BEHEE

s g
P I

IR
H 1
1 &

-~ BABIX 1]
KETENTUAN PER{\LIHAN ;:

i
|

, Pasall4 ;’-u P :

( 1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ml pejabat yang ada
~tetap menduduki Jabatannya dan. melaksanakan tugasnya sampai
dengan dltetapkannya pejabat yangfbaru bérdasarkan Peraturan
Daerah ini. . R élﬁ.ﬁ
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(2) Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini tetap
-melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 20 16

(3) Pengisian jabatan pada Pcrangkat Daera_h berdasarkan Peraturan
Daerah ini untuk pertama kali dllakukan é.khlr tahun 2016.

l!'w‘

. Pasal 15 SR
: b Py
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat fDaerah sebagaimana
_dxatur dalam Peraturan Dacrahnndﬂaksanal?:ian ta.hun 2017

. i

I
BABX'
KE’I‘ENTUAN PENUTUP T
i

.“,:—
M.

: PasallG,f:_;:"i
' (1) Dengan bcrlakunya Peraturan Daerah ini, maka N
~ a. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008
- tentang Organisasi dan Tata Ker_]a Perangkat Dacrah
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana}Non}lor 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Pcraturan Daer'ah Kabupaten Bombana
Nomor 7 Tahun 2008 tentang : Orgamsa51 dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana l 'E S
¢. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan - Orgamsasv dan I'I‘ata Kerja Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana,
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana lzio!mor 17 {Tahun 2011
tentang Perubahan . Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 7 :Tahun. 2008 tentang]Orgamsasx dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana |
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 ‘Tahun 2012
tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
‘Bombana Nomor 7:Tahun 2008 . tentang iOrgamsas1 dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, l ,
dicabut dan dmyataka.n tidak berlaku kecuah Rumah Sakit Umum
Daerah- tetap berlaku sampai dengan dltctapkannya Peraturan

Presiden tentang kelembagaan Rumah Saklt Daerah
HE
(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organlsaim perangkat

daerah wajib mendasarkan dan menyesumkan pengaturannya
dengan Peraturan Daerah ini. .; b

wi"‘ff
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Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat dltlnjau kcrnbah sesua1 ljcebutuhan daefah.,lf
. L Pt
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-'Pasa1‘18

_ Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal dmnldangkan |
- Agar setiap orang mengetahmnya, memermtahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pcncmpatannya dalm },.cmbaran Dacrah

Kabupatanombana e SRR :
. AR '_;4 i
Dxtetapkan c}t Rumbla
pada tangg,al‘ﬁ-q Novmseﬂ. 20tf

P_] BUPATI BOMBANA

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 24 NOVEMEac& aom

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWES 1TENGGARA

(1!{

SEKREI'ARIAT DAERAH i

m &m( H'a}a mmn Teb {0401) 31916&9 Far (D‘?‘GJ) 3191614 Kal:b'i 93232,

f.'?‘-' SN IS RN
‘la ! li .

‘Kepgan ya November 2016

N_omor' : 'agtlﬂeﬁ/ann/wlb Kepéda *:
Lampiran  : 1 (s atu) - Yth. M_Sekretans Daerah
Py gt .-.Kabupaten‘

n. ......

Sehubungan dengan: surat Saudara Nomor ﬁs 211441712016
. _tangga! 17 November Tahun 2016 penha! pelrmmtTan l!\lomor

‘Registrasi. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana,

. |
bersama |m karm sampalkan bahwa Peraturan Dlaerah Kabupaten
- '_;_Bombana dbenkan Nomor Reg:ster sebagat benkut i ‘ '
EHEE | } '

NOREG PERATURAN DAER_AH KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA | \'| TENTANG

‘K’ABUPATEN BOMBANA (3!142)‘2016) ”i ERE R

Nomor Regtster dn atas agar dlcamumkan pada halaman terakhir
bagian bawah Rancangan - Peraturan Daerah Kall')ulpatelen B?mbana

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran i angka 1 huruf b Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentlang Pembéntukan

. Produk Hukum Daerah. '; : i! 4

Demikian dlsampatkan setelah - dttetapkan Pal:ng lama 7 hari
‘Peraturan Daerah tersebut segera dlsampalkan !ﬁapa?a G}ubemur |

, ‘melalui Biro Orgamsasn dan Tata Laksana Kepegawalan Setda Prov
Sultra untuk di Klanﬁkasu sesua: Peraturan Perundanci:;-uridang'an yang

| R
o berlaku b o i 3
- . ‘ I

i

B
1
)

Plh KEPALA BIRO‘HUKUM
DA PRO\Ir SULlTRA

© %~ Pembia Tingkat | Gol. V/b
“NIP, 19590626 198607 2001

e

—— i .

e e

Bombana L

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN : PERANGKAT DAERAH R



